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BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

 

Pengungsi dan Pencari suaka adalah masalah lampau yang 

sampai saat ini ada. Secara umum, keberadaan mereka ada karena 

beberapa faktor seperti bencana sosial dan bencana alam. Namun, 

pada faktanya, yang menjadi bahasan dalam buku ini adalah 

mereka yang menjadi korban bencana sosial atau bencana yang 

disebabkan oleh manusia yaitu perang. Oleh karena itu, mereka 

memutuskan untuk mencari perlindungan dengan melarikan diri 

dari negara asal. 

Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara 

keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya, secara 

moril, negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk 

menjalankan mandat utama tentang perdamaian dan hak-hak asasi 

manusia yang terkandung dalam UDHR (Universal Declaration of 

Human Rights). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan 

negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial (Amidojo, 1951). Sehingga, Indonesia dalam 

penanganan pengungsi juga memperhatikan hak-hak dasar mereka 

sebagai manusia dan juga tetap menjaga kedaulatan negara 

Indonesia.  

Pengungsi dan pencari suaka adalah mereka yang tidak 

mampu mencari kehidupan yang layak tanpa bantuan 

perlindungan dari negara. Pengungsi dan Pencari Suaka adalah 

mereka yang dikategorisasikan kaum rentan yang dengan terpaksa 

meninggalkan daerah asalnya untuk sebuah perlindungan. Maka 

dari itu, tidak sedikit mereka pergi dengan alasan keselamatan 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 IMIGRASI DAN HAK ASASI MANUSIA 
 

 

Bab ini sebagai pijakan awal memahami beberapa konsep 

SHQWLQJ� \DQJ�PHQMDGL� SLQWX�PDVXN�SHPEDKDVDQ� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ�

dan kebijakan Pemerintah. Penting untuk mengetahui acuan dasar 

EDJL�3HPHULQWDK�,QGRQHVLD�GDODP�PHQDQJDQL�´LPLJUDQ�LOHJDOµ�� 

 

A. Migrasi Ilegal 

Migrasi merupakan kegiatan perpindahan penduduk 

dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

melewati batas administratif (migrasi internal) atau juga dengan 

melewati batas-batas politik atau negara (migrasi internasional) 

(seperti yang dikutip Sinha, 2005). Dengan kata lain, migrasi 

merupakan perpindahan penduduk yang relatif permanen  dari 

suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain (Widiani, 2008). 

Selain itu, migrasi juga memiliki pengertian menurut beberapa 

ahli seperti Clarke J.I., Trewartha G.T., Eisenstadt S.N., Mirsha 

S.K., Ross J.A bahwa migrasi tersebut menekankan pada arus 

batas-batas politik seperti melewati jalur negara, perbatasan 

negara, sampai perbatasan internasional dan termasuk juga 

mengenai jarak tempuh, tempat kelahiran. Dapat dikatakan 

bahwa migrasi merupakan proses gerakan atau perpindahan 

suatu individu atau kelompok dari tempat tinggal asal ke tempat 

tinggal tujuan yang diikuti dengan jenis batas geografis. Proses 

tersebut dinamakan sebagai gerakan teritorial. Melalui 

pergerakan atau perpindahan tersebut akan ditemukan wadah 

baru seperti tempat tinggal, baik itu tempat tinggal milik sendiri 

IMIGRASI DAN 

HAK ASASI 

MANUSIA 
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3 32/$�3(1$1*$1$1�´,0,*5$1�,/(*$/µ�2/(+�3(0(5,17$+�5(38%/,.�,1'21(6,$ 

 

 

Setelah membaca beberapa konsep penting yang digunakan 

sebagai pijakan ke isi buku ini. Bab ini lebih terlebih dahulu 

PHQMHODVNDQ�EDJDLPDQD�´LPLJUDQ�LOHJDOµ�PHQMDGL�SHUVRDODQ�VHULXV�

bagi Indonesia dan dunia. Bab ini kemudian disusun untuk melihat 

pola penanganan yang diberikan melalui kebijakan-kebijakan 

domestik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Daerah. 

 

A. 3HUVRDODQ�´,PLJUDQ�,OHJDOµ�GL�,QGRQHVLD 

Isu tentang imigran atau pengungsi di Indonesia diawali 

sejak tahun 1970an. Isu tersebut berkaitan dengan konflik yang 

terjadi di Vietnam. Para imigran dan pengungsi kemudian 

dijuluki sebagai manusia perahu atau boat people. Mereka 

masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mendapatkan 

hidup yang lebih aman. 

Pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum 

meratifikasi konvensi tentang pengungsi tidak bisa memberikan 

kebijakan spesifik terkait dengan keberadaan mereka. Tapi, 

karena Pemerintah Indonesia berada dan tergabung dalam 

payung hukum internasional, maka Pemerintah Indonesia 

menerima keberadaan mereka atas nama hak asasi manusia. 

Kemudian, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia 

adalah menempatkan mereka di Pulau Galang, Provinsi Riau. 

Pengungsi asal Vietnam tersebut ditempatkan di Pulau Galang 

sejak tahun 1979 ²  1996. Hal tersebut yang menjadi titik sebab 

POLA PENANGANAN 

´,0,*5$1�,/(*$/µ�2/(+�

PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA 
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4 KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM 3(1$1*$1$1�´,0,*5$1�,/(*$/µ 

 

 

Bab ini akan melihat kebijakan dalam negeri dan secara 

umum menjelaskan kebijakan luar negeri yang dikerjakan oleh 

Pemerintah Indonesia. secara umum, bab ini menjelaskan 

EDKZDVDQQ\D� GDODP� SHQDQJDQDQ� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ� 3HPHULQWDK 

tidak serta merta lepas tangan dalam penanganannya. Pemerintah 

Indonesia yang sangat menjunjung tinggi penegakan hak asasi 

manusia juga menjadikan hal tersebut sebagais alahs atu faktor 

untuk menerima keberadaan mereka. Walaupun, secara hukum 

tertulis pemerintah Indonesia bukanlah sebagai negara yang 

memiliki tanggungajwab. Bab Ini akan menceritakan seputar 

kebijakan pemerintah Indonesia dan menunjukkan bahwa 

pemerintah tidak abai terhadap mereka dan pemerintah tetap 

mempertimbangkan penegakan hukum yang berlaku di domestic 

EDJL� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ� \DQJ� PHODQJJDU� DWXUDQ� VHODPD� EHUDGD� GL�

Indonesia. 

  

A. .HELMDNDQ�3HPHULQWDK�,QGRQHVLD�'DODP�0HQDQJDQL�´,PLJUDQ�

,OHJDOµ 

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi 

1951 dan menandatangani protokol 1967 tentang pengungsi. 

$UWLQ\D�GDODP�PHQDQJDQL�´LPLJUDQ�LOHJDOµ�DWDX�SHQJXQJVL�\DQJ�

masuk ke Indonesia, pemerintah tidak memiliki tanggugg jawab 

penuh untuk menerima dan memberikan bantuan kepada 

mereka. Tapi di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara 

anggota PBB dan berada di bawah payung hukum internasional 

KEBIJAKAN PEMERINTAH 

INDONESIA DALAM 

3(1$1*$1$1�´,0,*5$1�

,/(*$/µ 
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Peran Pemerintah Indonesia dalam menangani 

SHUPDVDODKDQ� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ� GL� ,QGRQHVLD� WHQWX� WLGDN� DNDQ�

dilakukan sendiri. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi juga melibatkan lembaga internasional. Dalam hal ini 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia membentuk sebuah kerjasama internasional seperti 

mengajak Lembaga internasional yang dimaksudkan yakni United 

Nations High Comissioner for Refugees dan International 

Organizations for Migrations. Pemerintah melibatkan kedua 

lembaga tersebut karena pada proses penentuan status Pemerintah 

Indonesai tidak bisa melakukannya sendiri, di samping itu UNHCR 

dan IOM telah melihat keberhasilan Indonesia dalam menangani 

kasus Kamboja pada tahun 1979, sehingga UNHCR dan IOM ingin 

berkontribusi dengan cara membantu Indonesia dalam menangani 

NDVXV� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ� WHUXWDPD� GDODP� SURVHV� SHQHQWXDQ� VWDWXV��

Selain itu, pembentukan forum regional bernama Bali Process 

dengan ketua timnya adalah Indonesia, membentuk sebuah forum 

diskusi untuk memecahkan permasalahan ini. Bab ini secara 

spesifik akan menjelaskan bentuk kerjasama internasional tersebut. 

 

A. Kerjasama Internasional 

Permasalahan imigran ilegal baik pengungsi maupun 

pencari suaka di Indonesia semakin bertambah. Indonesia 

sebagai negara transit tentu tidak akan menyelesaikan 

permasalahan ini sendiri. Pemerintah Indonesia dalam 

KEBIJAKAN LUAR 

NEGERI INDONESIA 

DALAM PENANGANAN 

´,0,*5$1��,/(*$/µ 
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Bab ini akan lebih spesifik bercerita tentang tugas dan fungsi 

GXD� RUJDQLVDVL� LQWHUQDVLRQDO� GDODP�PHQDQJDQL�PDVODDK� ´LPLJUDQ�

LOHJDOµ�GL�,QGRQHVLD��GXD�OHPEDJD�WHUVHEXW�VXGDK�GLMHODVNDQ�VHFDUD�

umum pada bab berikutnya, namun dalam bab ini lebih melihat 

bagaimana lembaga ini beroperasi. Keterlibatan lembaga ini juga 

sebagai bentuk nyata perwujudan kerjasama internasional yang 

digagas oleh Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional. 

 

A. 3HUDQ� 2UJDQLVDVL� ,QWHUQDVLRQDO� 'DODP�0HQDQJDQL� ´,PLJUDQ�

,OHJDOµ 

Keterlibatan organisasi internasional di Indonesia dalam 

menanganL� ´´LPLJUDQ� LOHJDOµµ� VHEHWXOQ\D� VXGDK� DGD� VHMDN�

zaman manusia perahu tahun 1970an. Saat itu organisasi 

internasional yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah 

UNHCR. UNHCR berdiri tahun 1951 di bawah arahan PBB, 

dengan melihat kondisi Indonesia yang saat itu dibanjiri 

pengungsi dari Vietnam maka, UNHCR masuk untuk 

membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan proses 

registrasi. 

Keberadaan UNHCR di Indonesia sampai saat ini adalah 

atas permintaan Pemerintah Indonesia karena pemerintah tidak 

memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan proses per-

registrasian imigran. Di samping karena pemerintah tidak 

memiliki kapasitas yang cukup, pemerintah juga melihat bahwa 

akan menghadapi gelombang imigran yang semakin besar. 

PERAN LEMBAGA 

INTERNASIONAL DALAM 

3(1$1*$1$1�´,0,*5$1�

ILE*$/µ 
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BAB 

7 PENUTUP 

 

 

Buku ini melihat bagaimana praktik Kebijakan Pemerintah 

,QGRQHVLD� GDODP� PHQDQJDQL� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ� \DQJ� PDVXN� SDGD�

kisaran tahun 2010 ² 2013. Buku ini secara spesifik menjelaskan 

tanggungjawab Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan ha-

KDN� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ� \DQJ� VHjak tahun 2017 telah diubah 

kategorisasinya menjadi pencari suaka dan pengungsi. 

Indonesia yang sejak awal kemunculan boat people telah 

bekerjasama dengan Lembaga Internasioal seperti UNHCR dan 

IOM. Kemudian, kerjasama tersebut diperpanjang karena 

pergerakan imigran yang semakin masif. Beberapa kebijakan 

seperti kerjasama internasional terus dilakukan, kerjasama regional 

juga dikembangkan melalui pertemuan Bali Process. Pertemuan ini 

adalah salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan hak-

KDN� GDUL� SDUD� ´LPLJUDQ� LOHJDOµ�� :DODXSXQ� SDGD� NHQ\DWDDQQ\D�

Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 

1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia juga dilakukan dengan 

mengajak kerjasama pada instansi-instansi negara seperti POLRI 

dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Secara garis 

besar buku ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah 

PHPEHULNDQ�VROXVL�WHUKDGDS�SHPHFDKDQ�PDVDODK�´LPLJUDQ�LOHJDOµ�

tersebut dengan melakukan koordinasi terhadap negara asal 

´LPLJUDQ�LOHJDOµ�GDQ�QHJDUD�WXMXDQ�´LPLJUDQ�LOHJDO�� 

  

PENUTUP 
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